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ABSTRAK 
Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui peran Kantor Bank 
Indonesia Solo dalam pengembangan UMKM melalui pemberian bantuan teknis. 
Selain itu, juga untuk mengetahui hambatan dan hasil yang dicapai oleh Kantor Bank 
Indonesia Solo dalam pengembangan UMKM di Solo Raya melalui pemberian 
bantuan teknis. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
wawancara langsung dengan  staf bidang Kelompok Pemberdayaan Sektor Riil dan 
UMKM (KPRSU) dan observasi dengan mengamati langsung apa yang dilakukan 
oleh bidang KPRSU di Kantor Bank Indonesia Solo. Metode pembahasan yang 
digunakan oleh peneliti adalah model pembahasan Diskriptif yaitu pembahasan 
dengan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai suatu obyek yang di teliti. 
Dalam rangka pengembangan UMKM di Solo Raya, Kantor Bank Indonesia 
Solo melakukan kegiatan pemberian bantuan teknis berupa pemberian pelatihan dan 
penyediaan informasi yang didalamnya juga termasuk penelitian. Pemberian bantuan 
teknis ini tidak hanya diberikan kepada UMKM tetapi juga kepada perbankan dan 
juga Lembaga Pengembangan Usaha/ Business Development Service-Provider atau 
juga Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Salah satu hal yang menjadi 
penghambat pengembangan UMKM yaitu selalu munculnya UMKM yang baru atau 
dapat dikatakan dengan istilah easy come and easy go serta masih banyak UMKM 
yang belum punya administrasi pembukuan yang baik. 
Berdasarkan hal diatas peran KBI Solo dalam pengembangan UMKM di Solo 
Raya melalui pemberian bantuan teknis sangatlah penting dan vital. Oleh sebab itu, 
ntuk kedepannya KBI Solo hendaknya semakin meningkatkan kerja sama dan 
koordinasinya dengan Pemerintah Daerah dan juga pihak lainnya dalam usaha 
pengembangan UMKM di Solo Raya dan Kegiatan yang dilakukan KBI Solo dalam 
melakukan bimbingan teknis dan monitoring terhadap UMKM perlu ditingkatkan 
intensitasnya, karena UMKM sangat memerlukannya untuk pengembangan usahanya 
lebih lagi. 
 







A. Latar Belakang Masalah 
Membangun ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan 
Pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan pelaku-pelaku usaha. 
Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan diharapkan dapat 
memberikan  iklim yang  kondusif  bagi dunia usaha, sehingga lembaga keuangan 
baik perbankan maupun bukan perbankan serta pelaku usaha di lapangan mampu 
memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usahanya dengan  lancar, 
yang pada akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi.  
Salah satu pelaku usaha yang memiliki eksistensi penting namun kadang 
dianggap “terlupakan” dalam percaturan kebijakan di negeri ini adalah Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal  jika kita mengenal lebih jauh 
dan dalam, peran UMKM  bukanlah sekedar pendukung dalam kontribusi 
ekonomi nasional. 
Usaha Mikro , Kecil, dan Menengah ( UMKM ) mempunyai peran yang  
penting dan strategis dalam  perekonomian Indonesia. Setidaknya ada tiga 
indikator yang  menunjukan  hal  tersebut. Pertama, jumlah industrinya besar dan  
terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Menurut data Departemen Koperasi dan 
UKM, jumlah UMKM tahun 2007 mencapai 49,82 juta unit, meningkat menjadi 
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51,26 juta unit pada tahun 2008 atau mengalami peningkatan sebesar 2.88%. 
Berdasarkan  kategori, porsi yang paling besar adalah segmen usaha mikro yang 
mencapai sekitar 99% total jumlah UMKM. Jumlah yang demikian besar tersebut 
menunjukkan UMKM memiliki peran besar dalam  menopang ekonomi nasional. 
Karena itu, pengembangan UMKM harus mendapat perhatian yang besar. Kedua, 
UMKM punya potensi besar didalam  menyerap tenaga kerja. Setiap unit 
investasi  pada sektor UMKM ternyata dapat menciptakan kesempatan kerja bila 
dibandingkan dengan  investasi yang sama pada usaha yang besar, Menurut data 
Departemen Koperasi dan UKM, jumlah tenaga kerja pada UMKM  tahun 2007 
mencapai 88,73 juta tenaga kerja, meningkat menjadi 90,89 juta tenaga kerja pada 
tahun 2008 dari total angkatan  kerja yang bekerja atau mengalami peningkatan 
sebesar 2.43%. Ketiga, UMKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan 
terhadap pendapatan nasional, Pada  tahun 2008 UMKM bahkan  menyumbang 
55,56% dari total Produk Domestik Bruto ( PDB ) di Indonesia. 
Dalam kondisi krisis yang melanda di Indonesia baik krisis ekonomi tahun 
1998 maupun krisis global yang belum lama ini terjadi, UMKM menunjukan  
ketahannya di dalam  menghadapi karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh 
UMKM. Kalangan UMKM ibarat patah tumbuh hilang berganti, selalu mampu 
bertahan, karena memang di tingkat ini tidak ada pilihan kecuali dengan cara 
bagaimanapun harus mampu bertahan. Apabila gagal untuk bertahan, mereka 
akan mati dalam arti sebenarnya. Itulah yang memicu timbulnya inovasi-inovasi 
kecil dalam bisnis mereka, sehingga kalangan UMKM bisa tetap eksis. 
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 Untuk itulah dalam  rangka untuk mempercepat proses pemulihan kegiatan 
ekonomi, telah diupayakan pengembangan dan perbaikan di berbagai sektor 
ekonomi, dimana salah satu sektor strategis yang menjadi perhatian adalah sektor 
UMKM. 
Melihat hal tersebut diatas, Upaya Bank Indonesia ( BI ) dalam 
pengembangan UMKM adalah sebuah  kisah  panjang  yang penuh suka dan 
duka. Sejak  tahun 1960-an  hingga tahun 1999, Bank Indonesia telah membantu 
UMKM dalam bentuk pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia ( KLBI ) 
yang merupakan kredit subsidi untuk membantu berbagai sektor untuk 
mendukung pembangunan dalam hal ini juga kepada UMKM. Tetapi sejak 
diberlakukannya UU No.23/1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 3 tahun 
2004 tentang Bank Indonesia, maka kebijakan Bank Indonesia dalam membantu  
pengembangan UMKM  mengalami perubahan yang sangat mendasar. Bank 
Indonesia tidak dapat lagi memberikan bantuan keuangan atau KLBI, sehingga 
peranan Bank Indonesia dalam  pengembangan UMKM menjadi bersifat tidak 
langsung. Pendekatan kepada UMKM  khususnya peranan bank sentral telah 
bergeser dari developmental role kepada promotional role. Pendekatan  yang 
memberikan subsidi kredit dan bunga murah sudah bergeser kepada pendekatan 
yang lebih menitikberatkan kepada bentuk aktifitas tidak langsung seperti 
pelatihan dan  penyediaan informasi termasuk penelitian, survei, riset dan 
advokasi.  
Salah satu tugas Bank Indonesia dalam bidang Ekonomi Moneter pada 
Kelompok Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM (KPSRU) adalah menyusun 
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dan melaksanakan program pemberdayaan sektor riil (korporasi, BUMN, dan 
UMKM) berdasarkan hasil identifikasi. Selain dituntut untuk dapat melaksanakan 
tugas tersebut, BI juga diminta mengkomunikasikan program yang telah 
ditetapkan kepada para stakeholder dalam rangka mendorong perbankan dalam 
pembiayaan UMKM. 
Dibalik ketangguhan puluhan juta UMKM yang ada, upaya pengembangan 
UMKM masih menjumpai berbagai kendala seperti pengelolaan usaha yang 
masih tradisional, kualitas SDM yang belum memadai, skala dan teknik produksi 
yang rendah serta masih terbatasnya akses kepada lembaga keuangan, khususnya 
perbankan. 
Dalam rangka mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM 
terutama dalam mempermudah akses UMKM kepada layanan kredit perbankan, 
Bank Indonesia melakukan beberapa upaya yang dikenal dengan empat pilar 
stategi Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM, yaitu (1) Pelaksanaan 
kebijakan perkreditan; (2) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan; (3) 
Pemberian bantuan teknis dan (4) Kerjasama dengan pemerintah dan lembaga 
terkait lainnya. Salah satu pilar kebijakan Bank Indonesia tersebut adalah 
mendorong pengembangan UMKM melalui pemberian bantuan teknis. Kegiatan 
pelatihan dan penyediaan informasi yang juga didalamnya juga termasuk 
penelitian merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam 
kerangka pemberian bantuan teknis, sehingga diharapkan akan dapat memberikan 
manfaat kepada UMKM tentunya dan juga stakeholders, baik kepada pemerintah 
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daerah, perbankan, kalangan swasta maupun masyarakat luas yang 
berkepentingan dalam upaya pemberdayaan UMKM. 
Kantor Bank Indonesia Solo yang merupakan perpanjangan tangan dari 
Kantor Pusat Bank Indonesia yang ada di daerah, sehingga tugas yang 
dilaksanakannya tidak bisa terlepas dari apa yang telah digariskan oleh Kantor 
Pusat Bank Indonesia. Dalam rangka turut melaksanakan tujuan dan tugas Bank 
Indonesia, maka KBI Solo melaksanakan aktifitas-aktifitas yang salah satunya 
adalah pemberian bantuan teknis yang berada di wilayah kerja diantaranya 6 
Kabupaten dan 1 kota di Eks Karesidenan Surakarta, yaitu Kota Solo, Kabupaten 
Klaten, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Wonogiri, dan Sukoharjo. Oleh karena 
itu, penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir dengan judul “ FUNGSI DAN 
PERAN KANTOR BANK INDONESIA SOLO DALAM 
PENGEMBANGAN UMKM DI SOLO RAYA MELALUI PEMBERIAN 
BANTUAN TEKNIS ” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana fungsi Kantor Bank Indonesia Solo (KBI) Solo dalam 
pengembangan UMKM di Solo Raya ? 
2. Bagaimana peran Kantor Bank Indonesia (KBI) Solo dalam pengembangan 
UMKM di Solo Raya melalui pemberian bantuan teknis ? 
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3. Bagaimana hambatan dan hasil yang dicapai Kantor Bank Indonesia (KBI) 
Solo dalam pengembangan UMKM di Solo Raya melalui pemberian bantuan 
teknis ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut: 
1) Untuk mengetahui fungsi Kantor Bank Indonesia (KBI) Solo dalam 
pengembangan UMKM di Solo Raya 
2) Untuk mengetahui peran Kantor Bank Indonesia (KBI) Solo dalam 
pengembangan UMKM di Solo Raya melalui pemberian bantuan teknis. 
3) Untuk mengetahui hambatan dan hasil yang dicapai Kantor Bank Indonesia  
(KBI) Solo dalam pengembangan UMKM di Solo Raya melalui pemberian 
bantuan teknis. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat, antara lain: 
1. Bagi Kantor Bank Indonesia Solo, penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan masukan yang bermanfaat bagi Kantor Bank Indonesia Solo 
sehingga dapat meningkatkan proses yang dilakukan Kantor Bank Indonesia 
Solo yang secara keseluruhan dapat membantu peningkatan kesehatan 
perekonomian secara keseluruhan. 
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2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang 
lebih mendalam berkaitan dengan setiap tanggung jawab Bank Indonesia 
secara umum dan Kantor Bank Indonesia Solo pada khususnya serta 
memberikan kesempatan bagi penulis dalam mengetahui sejauh mana 
penerapan teori di dalam praktek dunia kerja sehingga penulis dapat berpikir 
lebih sistematis. 
3. Bagi Akademisi dan Praktisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
tambahan pengetahuan dan informasi mengenai peran dan tangggung jawab 
Bank Indonesia secara umum dan Kantor Bank Indonesia secara khusus. 
4. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
bahan dalam mendapatkan informasi tambahan untuk melengkapi dan 
memperbaiki penelitian yang akan dilakukan dalam lingkup penelitian yang 
serupa. 
E. Metodelogi Penelitian 
1. Obyek Penelitian 
Obyek yang diambil dalam penelitian ini adalah Kantor Bank Indonesia Solo, 
yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 4 Surakarta. 
2. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh 
data-data yang diperlukan dengan metode: 
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a) Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan oleh penulis dengan 
mengunjungi perpustakaan untuk memperoleh data-data sekunder yang 
diperlukan dengan cara membaca buku-buku literatur mengenai Bank 
Indonesia dan UMKM, Undang-Undang, Surat Edaran Bank Indonesia, 
serta majalah dan jurnal mengenai Bank Indonesia kemudian 
mempelajari, menelaah, dan menganalisis sumber kepustakaan tersebut 
sebagai penunjang dalam penulisan Tugas Akhir sebagai dasar 
perbandingan antara teori yang relevan dengan praktik yang terjadi dalam 
operasi perusahaan. 
b) Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian Lapangan yaitu usaha yang dilakukan penulis dalam rangka 
memperoleh data primer dengan pihak-pihak yang dapat memberikan 
informasi mengenai penelitian ini diantaranya dengan: 
a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya 
jawab langsung kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 
b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana penelitian dilakukan 
secara langsung oleh penulis pada objek penelitian untuk mendapatkan 
gambaran yang lebih nyata dalam pembahasan masalah ini 
3. Metode Analisis Data 
  
9 
Dalam penelitian ini penulis menganalisis dan mengumpulkan data 
dengan menggunakan metode deskriptif dan bersifat studi kasus pada Kantor 
Bank Indonesia Solo. Data-data yang penulis kumpulkan dari penelitian 
langsung maupun literatur akan dijabarkan melalui analisis guna memperoleh 




















A. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
Pembentukkan usaha baru dan dorongan terhadap budaya kewirausahaan 
merupakan isu sentral di banyak negara termasuk di Indonesia. Isu tersebut 
menjadi alternatif sumber pembangunan ekonomi suatu negara. Mobilitas 
investasi sektor riil yang tinggi mendorong suatu negara harus dapat melepaskan 
diri dari ketergantungan investasi asing dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Beberapa bukti juga menunjukkan bahwa pembentukkan bisnis baru 
melalui kewirausahaan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, 
stabilitas politik dan sosial, inovasi dan pebangunan ekonomi (Prefensi UMKM 
terhadap Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro di wilayah Surakarta, 2007). 
Usaha kecil di negara maju didefinisikan sebagai usaha yang melayani 
pelanggan dalam cakupan yang lebih sempit khususnya dalam lingkup lokal 
(Albert Berry, 2001). Menurut Kuncoro (2007) ada empat karakteristik yang 
dimiliki oleh kebanyakan UMKM di Indonesia. Pertama, tidak adanya pembagian 
tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kedua, rendahnya akses 
terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung 
menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber 
lain seperti keluarga, kerabat, pedagang, perantara, bahkan rentenir. Ketiga, 
sebagian besar usaha ini belum memiliki status badan hukum. Keempat, hampir 
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sepertiga UMKM bergerak pada kelompok usaha makanan, minuman, dan 
tembakau (ISIC31), barang galian bukan logam (ISIC36), tekstil (ISIC32), dan 
industri kayu, bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya termasuk perabot rumah 
tangga (ISIC33). 
Sedangkan berdasarkan Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha 
kecil, menengah dan besar dapat dijabarkan sebegai berikut: 
1. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang  berskala kecil dan 
memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta 
kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah 
usaha yang: 
a. Memiliki kekayaan (asset) bersih paling banyak Rp 200 juta tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
b. Hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak Rp 1 milyar; 
c. Milik Warga Negara Indonesia; 
d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang 
dimiliki, dikuasai oleh usaha besar atau usaha menengah, berbentuk 
badan usaha perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, atau 
usaha berbadan hukum, termasuk koperasi. 
Usaha kecil dibagi menjadi 2 yaitu : 
a. Usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, 
dan belum berbadan hukum, antara lain: petani penggarap, industri 
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rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki 
lima dan pemulung. 
b. Usaha kecil tradisional adalah usaha kecil tradisional yang 
melaksanakan produksi sederhana yang telah digunakan secara turun 
temurun. 
2. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang berbentuk usaha perorangan, 
badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau 
badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 juta 
sampai paling banyak Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha dan milik warga Negara Indonesia. Dengan batasan seperti itu, 
UKM menjalankan peran yang sangat strategis dalam ekonomi nasional. 
Sementara dalam pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Bank Indonesia Nomor: 
7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; telah dijelaskan mengenai Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) yang lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga 
Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam Koperasi dan 
memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) per tahun. 
2. Usaha Kecil adalah kegiatan rakyat yang berskala kecil dan memenuhi 
kriteria sebagai berikut : 
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
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b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah); 
c. Milik Warga Negara Indonesia 
d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun 
tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; 
e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum; 
atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi. 
3. Usaha Menengah adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut : 
a. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
b. Milik Warga Negara Indonesia; 
c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun 
tidak langsung dengan Usaha Besar; 
d. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum; 
atau badan usaha yang berbadan hukum. 
Dari berbagai pembicaraan, sampai saat ini belum ada kesepakatan apa yang 
dimaksud dengan UMKM. Masing-masing pihak mendefinisikan apa itu UMKM 
berdasarkan kepentingannya sendiri-sendiri dan saling berbeda-beda, demikian 
pula dalam istilah yang digunakan. Tabel 2.1 menunjukan berbagai pengertian 
UMKM dengan ragam pengertian, kriteria dan istilah oleh berbagai lembaga 
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terkait. Beragamnya pengertian ini dapat diartikan, adanya kepedulian dari 
pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga pemerintahan, dan 
perbankan dalam pemberdayaan UMKM, meskipun dilihat dari sudut pandang 
yang berbeda. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai 
berikut :  
Tabel 2.1. 
Pengertian UMKM menurut berbagai Departemen dan Lembaga 
 
Lembaga Istilah Pengertian Umum 
(1) (2) (3) 
Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 1995 tentang 
Usaha Kecil 
Usaha Kecil Aset  £ Rp 200 juta di luar tanah 
dan bangunan. 
Omset £ Rp 1 Milyar / tahun 
Independen  
Usaha Mikro Pekerja < 5 orang, termasuk tenaga 
kerja keluarga 
Usaha Kecil  Pekerja 5 – 9 orang 
BPS 
Usaha Menengah Pekerja 20 – 99 orang 
Usaha Mikro Aset < Rp 200 juta di luar tanah 
dan bangunan  
Omset < Rp 1 Milar/tahun 
Independen 
Menteri Negara 
Koperasi dan UKM 
Usaha Menengah Aset > Rp 200 juta 
Omset: Rp 1 – 10 milyar per tahun 
Bank Indonesia  
(PBI No.7/39/PBI/2005) 
Usaha Mikro Dijalankan oleh rakyat miskin atau 
dekat miskin, bersifat usaha 
keluarga, menggunakan sumber 
daya lokal, menerapkan teknologi 




Usaha Kecil Aset < Rp 200 juta 
Omset < Rp 1 Milyar 
Usaha Menengah Untuk kegiatan industri, aset < Rp 
5 milyar. Untuk lainnya (termasuk 
jasa), aset < Rp 600 juta di luar 
tanah dan bangunan 
Omset < Rp 3 milyar per tahun 
Usaha Mikro Pekerja < 10 orang 
Aset < $ 100.000 
Omset < $ 100.000 per tahun 
Usaha Kecil Pekerja < 50 orang 
Aset < $ 3 juta 
Omset < $ 3 juta per tahun 
Bank Dunia  
Usaha Menengah Pekerja < 300 orang 
Aset < $ 15 juta 
Omset < $ 15 juta per tahun 
Sumber : Kantor Bank Indonesia Solo (2006) 
 
B. Aspek-aspek UMKM 
Apabila dikaji lebih lanjut, aspek UMKM sangatlah bervariasi, terutama jika 
dilihat dari berbagai dimensi yang membentuk profil UMKM. Beberapa hal yang 
perlu diketahui mengenai aspek/ dimensi UMKM adalah sebagai berikut: 
1. Aspek Karakteristik Pengusaha 
Karakteristik pengusaha merupakan ciri yang melekat pada pengusaha 
tersebut. Karakteristik ini akan menyangkut dan meliputi: jenis kelamin 
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(gender), usia, pengalaman usaha, status dalam keluarga, pendidikan, dan 
karakteristik yang relevan lainnya. 
2. Aspek Input 
Aspek input menyangkut berbagai masukan yang dipergunakan oleh 
UMKM, yaitu jenis usaha, bahan baku, bahan penunjang, bahan penolong, 
mesin dan tenaga kerja yang digunakan. 
3. Aspek Produksi 
Aspek produksi menyangkut sistem produksi yang digunakan, urutan 
proses produksi, jumlah produksi, dan keahlian yang dibutuhkan dalam 
produksi. 
4. Aspek Pemasaran 
Aspek pemasaran menyangkut dimensi konsumen, situasi pasar dan 
sistem distribusi. Dimensi konsumen menyangkut siapa konsumen, dimana 
mereka berada dan banyak konsumen. Dimensi situasi menyangkut situasi 
persaingan, daerah pemasaran, identitas pesaing dan pangsa pasar. Dimensi 
distribusi menyangkut bagaimana distribusi produk ke konsumen, saluran 
pemasaran yang digunakan dan alat transportasi yang digunakan. 
5. Aspek Usaha 
Aspek usaha menyangkut jenis usaha, jumlah unit usaha, sarana usaha 
yang dimiliki, peluang usaha dan pola kemitraan yang sudah dilakukan. 
6. Aspek Keuangan 
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Aspek keuangan menyangkut perkembangan modal, hutang usaha, laba 
usaha, sumber dan penggunaan dana, rasio keuangan, piutang usaha dan 
kendala keuangan yang dihadapi. 
7. Aspek Manajemen dan Tingkat Penguasaan Teknologi 
Aspek manajemen dan tingkat penguasaan teknologi menyangkut 
struktur organisasi beserta tugas dan wewenang, balas jasa dan insentif yang 
diberikan kepada karyawan, teknologi yang digunakan, adanya rencana dan 
jadwal kegiatan. 
8. Aspek Legalitas Usaha 
Aspek legalitas usaha menyangkut perizinan yang dimiliki, yuridis 
perkreditan yang diambil, pembayaran pajak dan masalah yuridis penggunaan 
tenaga kerja. 
9. Faktor Pembatas dan Intervensi yang diperlukan 
Faktor Pembatas menyangkut kendala yang dihadapi dalam usaha serta 
faktor intervensi menyangkut keinginan UMKM terhadap pihak pemerintah 
untuk mengatasi faktor pembatas tersebut. 
C. Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM 
Pemberdayaan UMKM merupakan bagian integral dari pembangunan 
nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, adil dan 
makmur sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
Dalam UU nomor 20 tahun  2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 
Pemberdayaan UMKM diartikan sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah, 
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Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk 
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang 
tangguh dan mandiri. Sedangkan untuk pengembangan UMKM diartikan sebagai 
upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, 
dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan 
untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Dalam UU nomor 20 tahun  2008 juga menjelaskan mengenai prinsip dan 
tujuan pemberdayaan UMKM yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Prinsip Pemberdayaan UMKM  
a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri 
b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan 
berkeadilan 
c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar 
sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara 
terpadu. 
2. Tujuan Pemberdayaan UMKM 
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a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 
berkembang, dan berkeadilan; 
b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;  
c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari 
kemiskinan. 
 
D. Peta Permasalahan UMKM 
Dalam rangka menyusun kebijakan dan strategi dalam pengembangan 
UMKM khususnya pendanaan ataupun permodalan UMKM, perlu diketahui peta 
permasalahan UMKM yang dikelompokan dalam 3 (tiga) kategori permasalahan 
yaitu: 
1) Permasalahan dasar (basic problems), dapat dilihat dari berbagai aspek 
meliputi pemasaran, SDM, teknologi, keuangan, dan aspek legalitas 
maupun aspek permodalan/pendanaan yang semuanya bersifat mendasar, 
dan rata-rata dialami UMKM pada umumnya. Permasalahan-permasalahan 
tersebut relatif masih sederhana dan lebih mudah untuk ditangani. Sebagai 
gambaran dari aspek-aspek tersebut adalah bagaimana mencari pasar yang 
potensial pada suatu daerah target pemasaran, kemasan produksi yang lebih 
baik dan menarik, keperluan tambahan modal dari taman dan keluarga, 
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penggunaan teknologi yang relatif masih sederhana, dan manajemen usaha 
yang bersifat manajemen keluarga atau one man show. 
2) Permasalahan antara (intermediate problems), merupakan permasalahan yang 
menghubungkan antara masalah dasar dengan masalah yang lebih kompleks 
dan canggih. Masalah-masalah ini dapat tergambar dari pemasalahan aspek 
pemasaran seperti kurangnya informasi maupun data-data yang akurat dan 
terkini mengenai peluang pasar baik dalam maupun luar negeri. Selain itu 
permasalan dari aspek keuangan khususnya keterbatasan modal yang 
dikarenakan kesulitan UMKM mengakses kredit di bank. Permasalahan dari 
aspek produksi berupa ketergantungan pada bahan baku impor. 
3) Pada tingkat akhir, terdapat permasalahan-permasalahan yang dikategorikan 
sebagai permasalahan lebih lanjut (advanced problems), terdapat 
permasalahan-permasalahan yang dikategorikan sebagai masalah lebih 
lanjut terutama terkait dengan pengembangan ekspor. Permasalahan 
tersebut antara lain pengenalan pasar dan penetrasi pasar untuk promosi 
ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk 
yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut 
hak paten, kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan 
ekspor.  
Selain itu manajemen yang digunakan oleh UMKM pada umumnya masih 
terkonsentrasi kepada satu atau dua orang yang merupakan kerabat dekat. Belum 
terdapat pembagian tugas yang jelas, menyebabkan satu orang harus mengerjakan 
banyak tugas seperti bahan baku, penentuan harga jual, penyimpanan uang hasil 
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usaha. Seringkali tidak ada pemisahan antara harta perusahaan dengan harta 
keluarga, sehingga sulit diketahui secara cepat dan tepat informasi posisi 
keuangan perusahaan. 
 
E. Kebijakan Bank Indonesia dalam Pemberdayaan Ekonomi Daerah 
Saat ini, kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan 
UMKM mengalami perubahan mendasar. Semenjak diberlakukannya UU No. 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada tanggal 17 Mei 1999, yang kemudian 
diubah dengan UU No. 3 tahun 2004, Bank Indonesia tidak lagi dapat 
memberikan bantuan permodalan untuk usaha kecil. Bukan berarti pembiayaan 
usaha kecil menjadi tidak penting, melainkan ada pembagian tugas dan 
wewenang yang lebih tegas antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Menurut UU 
tersebut, tujuan dan misinya difokuskan pada pencapaian dan pemeliharaan 
kestabilan nilai Rupiah, yakni ditunjukkan oleh laju inflasi yang rendah dan kurs 
Rupiah yang stabil.  
Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam 
mendukung pemerintah mengembangkan UMKM, maka Bank Indonesia telah 
belajar bahwa dalam upaya pengembangan UMKM, terdapat lima stakeholder 
(pemangku kepentingan). Kelima elemen tersebut sepatutnya saling bekerja sama 
dan menjalankan peran masing-masing secara sinergis sebagaimana tertuang 
dalam filosofi lima jari (five-finger philosophy), yakni:  
Pertama, peran dari perbankan. Perbankan memiliki peran yang vital 
mengingat fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan 
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dana masyarakat untuk disalurkan  dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Bank 
berperan penting dalam meningkatkan kegiatan usaha masyarakat dan menjaga 
berputarnya roda perekonomian. Namun demikian, bank juga dibebani tanggung 
jawab untuk dapat menyalurkan kredit dan berhati-hati.  
Kedua adalah peran dari regulator atau pemerintah. Di sini juga termasuk 
juga peran Bank Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk 
meningkatkan kapasitas UMKM sehingga mampu untuk lebih berkembang. 
Ketiga, peran dari lembaga-lembaga pendukung pemberian kredit, di 
antaranya Lembaga Penjamin Kredit. Di Indonesia, peran ini belum sepenuhnya 
optimal, namun diupayakan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga 
tersebut. Di samping itu juga diperlukan keberadaan lembaga lain seperti lembaga 
pelatihan tenaga-tenaga pendamping UMKM, untuk menjaga kualitas dan 
kontinuitas.  
Keempat, adalah peran dari berbagai lembaga pendamping UMKM. 
Lembaga ini tumbuh dan bermunculnya baik yang inisiatifnya berasal dari 
pemerintah maupun swasta seperti LSM. Bank Indonesia juga bekerja sama 
dengan pemerintah mempunyai program berupa Konsultan Keuangan Mitra Bank 
(KKMB), yang meskipun belum optimal diharapkan akan mampu menjembatani 
akses kredit UMKM kepada perbankan. Pendamping-pendamping tersebut bukan 
hanya harus mampu membantu UMKM untuk mengakses kredit perbankan tetapi 
harus mampu memberikan bantuan teknis kepada UMKM. Sebagai pendamping, 
KKMB juga sekaligus “pengawas” dari UMKM tersebut. Oleh sebab itu adanya 
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KKMB seharusnya mampu “mengamankan” pinjaman dari bank, yang pada 
gilirannya membantu bank menekan NPL-nya.  
Yang terakhir, kelima adalah keberadaan UMKM itu sendiri. UMKM tidak 
bisa selalu mengandalkan uluran tangan dari pemerintah. UMKM juga harus 
selalu kreatif dan  aktif untuk berupaya sendiri, mencari peluang-peluang untuk 
pengembangan usaha. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan 
semacam asosiasi atau kelompok usaha yang saling bahu-membahu, sampai 
dengan bentuk sentra maupun klaster. 
 
F. Bantuan Teknis Bank Indonesia 
Menurut Surat Edaran No. 7 / 85 / INTERN tanggal 31 Oktober 2005 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Teknis dalam rangka 
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
 
1. Pengertian Bantuan Teknis Bank Indonesia 
Bantuan Teknis Bank Indonesia didefinisikan sebagai bantuan teknis yang 
diberikan kepada UMKM melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah 
dan/atau Pihak Ketiga dalam bentuk pelatihan, pendampingan, studi 
banding, magang dan pameran produksi atau bazar intermediasi perbankan. 
2. Tujuan Pemberian Bantuan Teknis  
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Tujuan pemberian bantuan teknis adalah meningkatkan kapasitas dan 
kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada akhirnya 
diharapkan dapat meningkatkan akses UMKM kepada kredit perbankan. 
3. Bentuk Bantuan Teknis 
a. Pelatihan 
1) Tujuan Pelatihan : 
a) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta mendorong 
bank dan Lembaga Pembiayaan UMKM dalam menyalurkan 
kredit atau pembiayaan kepada UMKM. 
b) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Lembaga Penyedia 
Jasa (Business Development Service Provider/ BDS-P) agar 
mampu memfasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan dan 
menjadi mitra Bank dalam upaya pengembangan UMKM 
melalui penyaluran dana dari Bank atau Lembaga keuangan 
kepada UMKM 
2) Peserta Pelatihan : 
a) Bank 
b) Lembaga pembiayaan UMKM 
c) Lembaga Penyedia Jasa 
3) Pelaksanaan Pelatihan 
Pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan dengan cara : 
a) Swakelola ( dilaksanakan oleh Bank Indonesia sendiri). 
b) Bekerjasama dengan Lembaga Pelatih 
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b. Penyediaan Informasi 
1) Tujuan Penyediaan Informasi 
Memberikan masukan kepada UMKM, perbankan dan pihak lainnya 
yang terkait dalam rangka penyediaan informasi guna perkembangan 
UMKM. 
2) Jenis Informasi 
Jenis informasi antara lain berupa : 
a) Data statistik perkreditan; 
b) Data komoditas disuatu daerah; 
c) Data komoditas yang potensial untuk diekspor; 
d) Model pembiayaan komoditi yang potensial untuk dibiayai 
bank; 
e) Informasi lain dalam rangka pengembangan UMKM 
Data atau informasi dapat diberikan sepanjang data atau 
informasi tersebut bukan merupakan rahasia bank. 
3) Penyebarluasan Informasi 
Penyebarluasan Informasi dilakuakan melalui media cetak, media 
elektronika dan sosialisasi. Khusus untuk sosialisasi dapat dilakukan 
dalam bentuk pertemuan, seminar, lokakarya, pameran dan bazar 
intermediasi perbankan. 
 




1. Pengertian BDS/ BDS-P 
Sampai saat ini pengertian Business Development Service (BDS) yang 
diterjemahakan Jasa Pengembanga Usaha (JPU) begitu pula Business 
Development Service Provider (BDS-P) masih bervariasi sehingga perlu 
diarahkan agar semua pihak dapat menerima dan menggunakannya. Dalam 
buku petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Konsultan/Pendamping UMKM 
Mitra Bank (KKMB) menjelaskan pengertian BDS sebagai kegiatan dalam 
bentuk jasa dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh seorang dan atau 
suatu lembaga untuk tujuan pengembangan usaha, dalam hal ini UMKM. 
Sedangkan BDS-P adalah suatu lembaga yang memberi/menyediakan 
pelayanan jasa untuk pengembangan usaha UMKM dalam berbagai bidang 
antara lain teknis, sosial-ekonomi, keuangan dll. 
Selain pengertian itu, menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 
yang dimaksud dengan BDS-P adalah lembaga yang memberikan jasa 
konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah. Sementara itu Kementerian Koperasi dan UMKM 
mendefinisikan BDS-P sebagai lembaga atau bagian dari lembaga yang 
memberikan layanan pengembagan bisnis dalam rangka meningkatkan kinerja 
UKM. Sedangkan dari Swiss Contact, suatu lembaga yang aktif dalam 
pengembangan BDS di Indonesia, menyebutkan bahwa BDS-P merupakan 
bentuk jasa non keuangan yang disediakan oleh lembaga eksternal 
(Pemerintah atau Swasta) yang bertugas memecahkan masalah yang dihadapi 
UMKM serta memberikan jasa pengembangan bisnis yang diperlukan. 
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2. Peran BDS-P 
Berikut ini beberapa peran dari BDS-P yaitu sebagai berikut : 
a. Menuntun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan 
modal kerja dari lembaga keuangan agar bisa mengembangkan usahanya 
b. Membimbing dan mendampingi pelaku usaha yang potensial menyerap 
tenaga kerja di zaman sulit 
c. Setahap demi setahap membenahi pembukuan dari UMKM yang kurang 
baik 
d. Mencari peluang pasar, hingga mengajar UMKM membaca permintaan 
pasar. 
3. Jenis BDS/ BDS-P 
Berikut ini beberapa jenis BDS-P yaitu sebagai berikut : 
a. Departemen Teknis 
1) Departemen Pertanian 
2) Departemen Koperasi & UKM – BDS 
3) Departemen Sosial 
4) Departemen Dalam Negeri 
b. Swasta 
c. Lembaga Pendamping Swadaya Masyarakat (LPSM) 
d. Lembaga Penelitian 
e. Asian Development Bank ( ADB) 
 
H. Konsultan Keuangan Mitra Bank ( KKMB) 
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1. Pengertian Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) 
Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Konsultan /Pendamping 
UMKM Mitra Bank (KKMB) menjelaskan mengenai pengertian KKMB 
sebagai konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya 
melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan 
dari lembaga keuangan selain bank 
 
 
2. Peran dan Fungsi KKMB 
a. Peran KKMB 
Menjadi jembatan penghubung antara pelaku UMKM (petani, nelayan, 
pembudidaya, kelompok, pengolah, pedagang) dengan Lembaga 
Keuangan Bank & Non Bank untuk membantu  pelaku UMKM yang 
sudah Layak Usaha (feasible) tetapi Tidak Layak kredit bank (bankable) 
menjadi layak kredit bank (Bankable) sehingga mendapatkan akses 
permodalan. 
b. Fungsi KKMB 
Sebagai pendamping UMKM berkelanjutan untuk meningkatkan 
kemampuan UMKM memanfaatkan peluang lokal dan pasar global 
melalui pendampingannya terhadap aspek-aspek non finansial, teknologi, 
pasar, kelembagaan, dan sebagainya. 
3. Kriteria  KKMB 
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Menurut buku petunjuk pemberdayaan KKMB dikemukakan beberapa 
kriteria menjadi KKMB : 
a. Berasal dari Lembaga Pendamping yang mememenuhi syarat 
b. Bekerja pada Kantor Konsultan atau Lembaga berbadan hokum, memiliki 
izin usaha (terakreditasi) atau merupakan individu konsultan yang telah 
memperoleh sertifikasi 
c. Pendidikan minimum Diploma III atau sederajat 
d. Berpengalaman dalam memberikan jasa layanan kepada UMKM dibidang 
penyusunan studi kelayalan, penyusunan proposal kredit, penyusunan 
business plan, penyusunan laporan keuangan dan pendampingan teknis 
e. Mampu menangkap peluang dan risiko bisnis serta memahami potensi dan 
resiko investasi 
f. Bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dengan UMKM 
yang dilayani 












A. Deskripsi Kantor Bank Indonesia Solo 
1. Visi dan Misi Bank Indonesia 
a. Visi Bank Indonesia 
Menjadikan lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara 
nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang 
dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. 
b. Misi Bank Indonesia 
Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan 
kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk 
pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. 
2. Sejarah singkat KBI Solo 
 Kantor Bank Indonesia Solo dibuka pada tanggal 25 November 1867 
dengan nama “Agentshap Soerakarta” sebagai kantor cabang ke-6 dari De 
Javache Bank. Pada tanggal 10 November 1908 gedung KBI Solo dibangun 
dengan peletakan batu pertama oleh Moej. A. Roufls dengan perancang oleh 
Biro Arsitek dan Insinyur “Vermont Cuypers & Hulswit”. Gedung baru ini 
mulai digunakan pada tanggal 1 Agustus 1910 dengan alamat Jl Jend. 
Sudirman nomor 4. Sementara periode Kantor Bank Indonesia Solo mulai di 
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buka pada tanggal 15 Januari 1949 dengan status kelas III. (tayangan Bank 
Indonesia Solo, 2006). Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1953 tentang 
Penetapan UU Pokok Bank Indonesia, dijelaskan bahwa Bank Indonesia 
didirikan untuk menggantikan De Javache Bank N.V sekaligus bertindak 
sebagai Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Negara 
Republik Indonesia yang keberadaannya diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan 
UU No. 3 Tahun 2004. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bank 
Indonesia memiliki kantor di beberapa daerah, termasuk di Solo. Kantor Bank 
Indonesia (KBI) Solo memiliki wilayah kerja di 6 Kabupaten dan 1 kota di 
Eks Karesidenan Surakarta, yaitu Kota Solo, Kabupaten Klaten, Sragen, 
Karanganyar, Boyolali, Wonogiri, dan Sukoharjo. 
3. Visi, Misi, Core Function dan Sasaran strategis KBI Solo 
a. Visi KBI Solo 
Menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui 
peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang 
diberikan. 
b. Misi KBI Solo 
Mendukung pencapaian kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, 
perbankan dan sistem pembayaran secara efisien dan optimal serta 
memberikan saran kepada Pemda dan lembaga terkait lainnya di daerah 
dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah. 
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c. Core Function 
Core function KBI Solo adalah sistem kebijakan sedangkan supporting-
nya adalah sistem operasional. Oleh karena itu, KBI Solo pun tidak 
melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh Bank Umum 
ataupun BPR seperti: menghimpun dana dari masyarakat maupun 
menyalurkan dana dalam bentuk kredit ke masyarakat. 
d. Sasaran Strategis KBI Solo 
Sasaran strategis yang di tetapkan di KBI Solo yaitu : 
1. Terkendalinya inflasi daerah dan tersedianya informasi ekonomi 
regional 
2. Terwujudnya industri perbankan yang sehat 
3. Terpeliharanya kehandalan sistem pembayaran dan pengedaran uang 
4. Mendukung upaya pengendalian inflasi 
5. Mendorong upaya penyehatan industri perbankan 
6. Memelihara keamanan dan kehandalan sistem pembayaran 
7. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran 
8. Memperkuat dukungan organisasi dan kepemimpinan pegawai, serta 
mengembangan kompetensi pegawai 






4. Budaya Kerja KBI Solo 
 Dalam suatu organisasi terdapat visi yang akan dicapai oleh organisasi 
tersebut. Dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan suatu misi yang 
merupakan target untuk mencapai visi. Misi dijabarkan lebih jauh lagi di 
dalam sasaran strategis yang berupa tugas-tugas dalam pelaksanaan kerja di 
Bank Indonesia.  
 Penguatan nilai-nilai yang dimilki oleh Bank Indonesia merupakan 
suatu cara untuk mencapai visi. Nilai-nilai yang ada pada suatu organisasi 
terbagi menjadi dua besaran yaitu core value (nilai inti) yang mutlak 
dibutuhkan oleh Bank Indonesia sebagai suatu kesatuan organisasi, dan 
shared value, yaitu nilai-nilai yang harus dimiliki oleh  pegawai Bank 
Indonesia yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis. Setiap 
pegawai Bank Indonesia mempunyai nilai-nilai berbeda yang dianut, oleh 
karena itu, untuk memelihara, menguatkan shared value diperlukan suatu 
budaya kerja. Budaya Kerja Bank Indonesia merupakan cara untuk 
menguatkan nilai-nilai KITA-Kompak sebagai karakter Bank Indonesia yang 
diaplikasikan dalam kegiatan kerja sehari-hari dan diharapkan setiap pegawai 
memiliki nilai-nilai tersebut. 
 Program budaya kerja diantaranya adalah Program Penyelarasan 
Kultur (PPK) yang sebelumnya merupakan Program Prakarsa Terfokus. 
Dalam PPK KBI Solo tahun 2007, telah diawali dengan adanya penyesuaian 
Motto dan Yel-yel, yang semula “High Performance in Harmony” dan “Mari 
Kita” menjadi “Nyambut Gawe Sing Kepenak, Nanging Ojo Sak Sakkepenake 
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Dewe” dan “Ya, Aku Bisa”. Adapun makna dari motto dan yel-yel yang baru 
tersebut dapat dikemukan sebagai berikut: 
a. Nyambut gawe sing kepenak, dibahasa Indonesiakan menjadi bekerjalah 
dengan perasaan nyaman dan senang. Bekerja itu adalah ibadah, bukan 
sekedar mencari uang, jadi bekerjalah dengan dilandasi rasa tulus ikhlas 
karena ibadah dan amanah, sehingga dalam melaksanakan kerja tersebut 
timbul perasaan nikmat, senang, dan nyaman tanpa beban apapun. 
b. Nanging ojo sak kepenake dewe, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan 
menjadi tapi jangan seenaknya sendiri. Bagi setiap pegawai harus patuh 
kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang telah mengikat kita serta 
berperilaku sesuai dengan values lembaga, namun bukan berarti 
pegawai harus kaku, tetapi harus memiliki daya adaptabilitas yang 
luwes dan tidak selalu menutup diri terhadap gagasan baru yang bersifat 
inovatif. Pegawaipun dituntut untuk berinteraksi secara baik dengan 
sesama pegawai. Dalam cakupan yang lebih luas yaitu ketika 
berhubungan dengan pihak eksternal pun pegawai tidak bisa semaunyat 
sendiri, tetapi harus menghormati pihak lain, terbuka dan siap 
melakukan kerjasama dengan baik. Demikian pula dalam hubungan 
dengan Sang Pencipta, pegawai juga tidak bisa seenaknya sendiri, 
namun wajub mematuhi seluruh perintah-Nya dan meninggalkan 
larangan-Nya. 
 Dengan Motto dan Yel-yel tersebut diharapkan dapat menjadi 
pedoman dan semangat bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugasnya di 
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Bank Indonesia, oleh karena itu mulai tahun 2009 yel-yel AKU BISA diubah 
menjadi KITA BISA. Selain itu KBI Solo juga mempunyai kegiatan lain yang 
biasa diikuti oleh pegawai yaitu : 
a. Doa pagi bersama setiap hari sebelum bekerja  
b. Siraman rohani yang diadakan Rabu pagi setiap 2 minggu sekali 
c. Selasa Berbagi Ilmu (SBI) diadakan Selasa pagi sebagai ajang untuk 
kegiatan belajar dan berbagi ilmu kepada seluruh pegawai 
d. Senam atau jalan sehat yang diadakan setiap Jumat pagi 
e. Kegiatan olah raga seperti Karate, Ping pong, Bulu tangkis, Tenis,  
Futsal, dan bersepeda sesuai jadwal yang ada. 
f. Kegiatan berkesenian seperti menyanyi yang diadakan setiap Jumat 
malam. 
g. Kegiatan apel pagi satpam setiap Senin pagi 
h. Kegiatan insidentil (hari ulang tahun BI pada bulan Juli, peringatan 
ulang tahun pegawai setiap akhir bulan, memperingati hari besar 
keagamaan, kegiatan sosial donor darah, kegiatan memancing dll)  
 
Disamping itu, KBI Solo pun mendapatkan beberapa penghargaan dari BI 
Pusat untuk beberapa kategori berikut ini : 
a. Pelaksana terbaik organisasi berbasis pengetahuan (2004) 
b. Konsistensi pelaksanaan budaya belajar dan berbagi tahun 2005 
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c. Pelaksana terbaik III kelompok kantor BI dalam program  budaya kerja BI 
Prakarsa Terfokus (PPT) tahun 2004. 
5. Komposisi Pegawai di KBI Solo 
Jumlah pegawai Kantor Bank Indonesia Solo sampai saat ini adalah  78 
pegawai tetap dan 27 pegawai honorer/outsourcing (struktur organisasi 
terlampir). 
Komposisinya per Seksi seperti tersaji pada diagram batang distribusi jumlah 
pegawai KBI Solo.  
 Sumber : KBI Solo 
Dari pola distribusi pegawai per seksi dapat terlihat bahwa pegawai 
terbanyak berada di bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern yaitu 
pada seksi Sumber Daya, LNPK, dan Operasional Kas.  
Selain pegawai tetap, KBI Solo juga dibantu oleh tenaga-tenaga 
honorer/outsource sebagai Konsultan PUMKM, Data Entry Operation 
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(DEO), Messenger, Pengemudi, PAM, dan Operator telepon. Distribusi 
tenaga honorer/outsource KBI Solo dapat dilihat pada diagram di bawah ini.  
  Sumber: KBI Solo 
Berdasarkan diagram distribusi tenaga honorer/outsource tersebut 
dapat dilihat bahwa distribusi tenaga honorer terbanyak adalah tenaga PAM 
dengan jumlah 11 orang (41%) dan distribusi terbanyak di Seksi Sumber 

























Struktur organisasi Bank Indonesia menggambarkan hierarki 
kewenangan, departemenisasi, rentang kendali, dan posisi staf dan Kantor 
Bank Indonesia Solo sebagai KBI Kelas III dipimpin oleh satu orang 






























1. Bidang Ekonomi Moneter 
Bidang Ekonomi Moneter membawahi 2 kelompok, yaitu: 
a. Kelompok Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM  (KPSRU)   
b. Kelompok Kajian Statistik dan Survei (KKSS) 
 
2. Bidang Perbankan  
Bidang Perbankan membawahi 4 Kelompok Pengawasan Bank, yaitu: 
a. Kelompok Pengawasan Bank I 
b. Kelompok Pengawasan Bank II 
c. Kelompok Pengawasan Bank III 
d. Kelompok Pengawasan Bank IV 
3. Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern.   
 Bidang SP & MI membawahi 3 seksi, yaitu: 
a. Seksi Operasional Kas 
b. Seksi Layanan Nasabah dan Penyelenggaraan Kliring   
c. Seksi Sumber Daya (terintegrasi di dalamnya Logistik, Protokol, 
PAM, dan Kesekretariatan) 
7. Tugas KBI Solo 
a. Bidang Moneter 
1) Kelompok Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM ( KPRSU ) 
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Di bidang Moneter Kelompok Pemberdayaan Sektor Riil dan 
UMKM ( KPRSU ) mempunyai tugas meliputi menyusun program 
pemberdayaan sektor riil (korporasi, BUMN dan UMKM) berdasarkan 
hasil identifikasi, bantuan teknis pengembangan usaha mikro, kecil, 
dan menengah, menyediakan data profil UMKM yang potensial 
dibiayai oleh Lembaga Keuangan yang disajikan melalui website dan 
juga melaksanakan pemberian izin, pengawasan dan pembinaan serta 
pengelolaan data informasi Pedagang Valuta Asing (PVA) di daerah. 
2) Kelompok Kajian Statistik dan Survei (KKSS) 
Di bidang Moneter Kelompok Kajian Statistik dan Survei 
(KKSS) mempunyai tugas meliputi menyusun Kajian Ekonomi daerah 
dan perkiraan perkembangan ekonomi dan harga serta melakukan 
penelitian ekonomi daerah yang berbasis kajian lapangan dan studi 
kepustakaan. Jadi, di dalam Kelompok Kajian Statistik dan Survei 
(KKSS) intinya bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dan 
pengelolaan statistik moneter. 
b. Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern 
1) Bidang Sistem Pembayaran 
a) Sistem Pembayaran Tunai (Peredaran Uang) 
Di bidang peredaran uang, KBI Solo bertanggung jawab atas 
ketersediaan uang dalam jumlah dan komposisi pecahan yang 
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sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pada waktu yang tepat. 
Di samping itu. KBI Solo harus pula menjaga agar uang yang 
beredar di masyarakat selalu dalam kondisi baik dan layak edar 
(clean money policy). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara 
lain kegiatan setoran, bayaran, penukaran, kas keliling, 
pemusnahan uang, dan sosialisasi mengenai adanya peredaran 
uang palsu. 
b) Sistem Pembayaran Non Tunai  
(1) Kliring 
Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan 
elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun 
atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan 
pada waktu tertentu. Pada tanggal 19 Juli 2006 KBI Solo 
menerapkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) 
yang dapat mengakomodir transfer kredit antar Bank ke 
seluruh wilayah Indonesia tanpa kewajiban melakukan 
pertukaran fisik warkat. 
(2) Real Time Gross Settlement (RTGS) 
RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar 
peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya 
dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. 
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada perbankan dan 
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masyarakat, KBI Solo telah mengimplementasikan sistem 
layanan transfer dana antarbank seketika, yang dikenal dengan 
nama Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement atau BI-
RTGS. Dengan sistem BI-RTGS, seluruh bank di eks 
karesidenan Surakarta dapat menikmati berbagai kemudahan 
bertransaksi dengan bank-bank di kota-kota besar lainnya di 
Indonesia. 
2) Bidang Manajemen Intern 
Di dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok, KBI Solo 
melaksanakan kegiatannya di bidang manajemen intern, yaitu terkait 
dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), logistik, 
pengamanan, maupun kesekretariatan. 
c. Bidang Perbankan 
Tugas di bidang perbankan bertujuan untuk menciptakan sistem 
perbankan yang sehat, memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, 
mengembangkan diri secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian 
regional dan nasional. Kegiatan di bidang ini meliputi pengawasan 
langsung maupun tidak langsung ( on dan off site supervision ), perijinan 








B. Pembahasan Masalah 
1. Fungsi Kantor Bank Indonesia Solo dalam Pengembangan UMKM di 
Solo Raya 
1.1 Fungsi Bank Indonesia 
Sebelum berbicara mengenai fungsi Kantor Bank Indonesia Solo, harus 
mengetahui fungsi Bank Indonesia terlebih dahulu yaitu sebagai bank 
sentral yang bertugas mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 
Dalam hal ini kestabilan nilai rupiah tersebut diatas mengandung dua 
aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta 
kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin 
pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada 
perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. 
1.2 Fungsi Kantor Bank Indonesia (KBI) Solo 
Sebagai perpanjangan tangan kantor pusat Bank Indonesia di daerah, 
KBI Solo mempunyai fungsi yang tidak jauh berbeda dengan kantor 
pusat Bank Indonesia. Tetapi fungsi KBI Solo lebih terfokus pada salah 
satu aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa 
yang tercermin pada perkembangan laju inflasi di wilayah kerjanya 
yaitu wilayah Surakarta. Apabila dijabarkan lebih luas lagi yaitu 
mengenai fungsi Kantor Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM 
di Solo Raya dapat diuraikan sebagai berikut : 
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a. Menjaga kondisi perekonomian dengan mendukung pertumbuhan 
Ekonomi wilayah eks Karesidenan Surakarta 
b. Mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
sehingga tercipta UMKM yang lebih maju dan handal. 
2. Peran Kantor Bank Indonesia Solo dalam Pengembangan UMKM di 
Solo Raya melalui Pemberian Bantuan Teknis 
2.1 Penyediaan Informasi dan Penelitian 
Terkait dengan upaya untuk mendukung pengembangan UMKM, 
Kantor Bank Indonesia (KBI) Solo telah melaksanakan beberapa 
kegiatan penyediaan informasi baik melalui survei maupun penelitian, 
baik itu yang manfaatnya langsung bisa diakses oleh UMKM/ 
stakeholder maupun melalui bank. Salah satu contoh yang bisa 
dimanfaatkan secara langsung oleh UMKM/ stakeholder misalnya KBI 
Solo telah berprakarsa menyusun Direktori Kredit UMKM Perbankan 
yang memungkinkan UMKM/ stakeholder untuk mengetahui berbagai 
produk pembiayaan yang ada di bank beserta syarat dan strukturnya. 
Informasi tersebut yang semula hanya bisa diakses melalui media cetak 
sekarang informasi tersebut sudah dapat diakses secara on line melalui 
internet dengan informasi yang selalu ter-up date melalui www.bi.go.id 
Selain itu KBI Solo juga melaksanakan penelitian pemetaan 
keragaman UMKM wilayah Surakarta atau Base line Survey yang 
didalamnya memberikan dua informasi berharga yaitu sebagai berikut : 
a) Paper ilmiah tentang keragaman UMKM di Surakarta 
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Paper ilmiah ini bermanfaat terutama bagi para pengambil 
kebijakan maupun peneliti.  
b) Database UMKM Solo Raya 
Melalui penelitian tersebut juga menghasilkan suatu database 
dalam tampilan yang interaktif dan dapat diakses oleh siapapun 
karena telah dipublikasikan secara on line bersama dengan 
Bakorwil II Surakarta  melalui internet dalam situs www.umkm-
soloraya.com. Didalamnya berisi informasi yang berguna bagi 
UMKM dan pihak yang terkait lainnya yaitu sebagai berikut : 
(1) Database daftar komoditas unggulan apa saja yang ada di Solo 
Raya  
(2) Database daftar UMKM yang potensial yang ada di Solo 
Raya. 
(3) Informasi detail kualitatif dan kuantitatif per UMKM di Solo 
Raya, seperti : 
a. Identitas Perusahaan 
b. Alamat Perusahaan 
c. Produk dan Pemasaran  
d. Kinerja keuangan  
e. Kebutuhan modal 
f. Dokumen-dokumen yang dimiliki untuk pengajuan kredit 
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(4) Informasi mengenai kelayakan dari usaha sehingga diharapkan  
bank mengetahui kelayakan usaha sebelum memberikan 
kredit.  
(5) Berita-berita terbaru mengenai kebijakan Bank Indonesia dan 
juga semua berita-berita terbaru mengenai UMKM di Solo 
Raya. 
(6) Informasi Kredit, yang didalamnya terdapat prosedur 
bagaimana mengajukan kredit dan perbankan yang 
memberikan kredit di Solo Raya 
Sampai bulan Juni 2010 situs www.umkm-soloraya.com ini telah 
diakses kurang lebih 42600 pengunjung semenjak situs ini 
launching pada 21 November 2006. Melalui website ini 
diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan UMKM 
khususnya di Solo Raya serta membuat semakin mudah dan cepat 
akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari dan 
menemukan para pelaku usaha sehingga peluang bisnis akan 
terbuka semakin cepat dan juga berkembang semakin cepat pula. 
Melalui Bank Indonesia Pusat yang juga didukung  oleh KBI di 
daerah termasuk KBI Solo, bantuan teknis berupa penyediaan informasi 
juga diluncurkan melalui situs Bank Indonesia yaitu : 
a. Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SI-PUK)  
Sebagai upaya untuk lebih memberikan nilai tambah dan manfaat 
yang lebih besar terhadap hasil-hasil penelitian, Bank Indonesia 
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telah mengembangkan Sistem Informasi Pengembangan Usaha 
Kecil (SIPUK) sebagai sarana untuk lebih menyebarluaskan secara 
cepat hasil-hasil penelitian dan berbagai informasi lainnya. SIPUK 
meliputi Sistem Informasi Baseline Economic Survey (SIB), Sistem 
Informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE), Sistem 
Informasi Pola Pembiayaan (lending model) (SILM), Sistem 
Informasi Penunjang Keputusan untuk Investasi (SPKUI) dan 
Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit (SIPMK).  
SIPUK sudah dapat diakses dengan internet melalui situs Bank 
Indonesia www.bi.go.id sehingga dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat luas baik dari pengusaha UMKM, perbankan, 
dinas/instansi dan lainnya untuk pengembangan potensi UMKM. 
b. Data dan Informasi Bisnis Indonesia ( DIBI ) 
Didalam DIBI ini terdapat database yang mencangkup Profil 
UMKM di Wilayah Indonesia yang Potensial Dibiayai oleh 
Lembaga Keuangan (Hasil Survei Bank Indonesia) yang terdiri dari : 
(1) Kisaran kebutuhan pembiayaan  
(2) Nama Perusahaan 
(3) Usaha Utama  
(4) Photo kondisi usaha  
(5) Nilai Aset  
(6) Penjualan Rata-Rata per Tahun  
(7) Kebutuhan Pembiayaan Kredit  
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Selain itu penelitian yang manfaatnya untuk UMKM namun 
melalui bank antara lain adanya penelitian yang dilakukan oleh KBI 
Solo mengenai penelitian beberapa komoditi unggulan seperti stroberi di 
Karanganyar, sapi perah di Boyolali, sapi pedaging di Sragen, mebel di 
Sukoharjo, brem di Wonogiri dan masih banyak penelitian yang 
dilakukan oleh KBI Solo dengan adanya penelitian tersebut diharapakan 
akan ada manfaat yang diperoleh bagi bank yaitu bank dapat 
mengetahui prospek usaha kedepannya dari komoditi unggulan sehingga 
dapat mendorong bank untuk membiayai usaha tersebut, selain manfaat 
yang diterima oleh pihak bank juga bermanfaat bagi para investor yang 
dapat digunakan sebagai rujukan ketika mereka akan terjun dalam usaha 
maupun bagi mereka yang berminat membiayai usaha tersebut. 
Penelitian-penelitian yang lain misalnya seperti penelitian tentang 
kendala dan peluang linkage program yang diharapkan dapat 
mendorong terjadinya linkage antara Bank Umum dengan BPR di 
wilayah Surakarta, dan penelitian PHBK (Pengembangan Hubungan 
Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) yang diharapkan dapat 
menjadi masukan bagi bank yang masih mengelola kredit kelompok 
untuk meningkatkan kredit kelompok dan juga bisa menjadi dorongan 
bagi bank yang tidak mengelola kredit kelompok untuk mengelola kredit 
kelompok. 
Dalam upaya mendekatkan bank dengan UMKM secara langsung, 
KBI Solo juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
  
49 
c. Kunjungan Bisnis ( Road Show ) 
Kunjungan bisnis ( road show ) yang dilaksanakan oleh KBI Solo 
yaitu melakukan kunjungan bisnis BPR ke beberapa sentra UMKM. 
Yang belum lama ini kegiatan kunjungan bisnis yang dilakukan pada 
hari Rabu tanggal 12 Mei 2010, Bank Indonesia Solo, Bappeda Kota 
Surakarta, Perbankan Kota Solo yang diantaranya  Bank Mandiri, 
BRI, BTN, BNI, Bank Jateng, Bank Pasar serta BPR dan Asosiasi 
Konsultan Keuangan Mitra Bank melakukan kegiatan kunjungan 
bisnis (road show). Maksud dan tujuan kegiatan kunjungan bisnis ini 
adalah untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan ke sektor riil 
UMKM, dan menggalang kedekatan antara petugas perbankan dan 
Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) maupun antara 
perbankan dan KKMB dengan stakeholder. Sentra UMKM yang 
menjadi tujuan kunjungan bisnis tersebut antara lain mengunjungi 
klaster usaha kerajinan sangkar burung di Mojosongo, sentra usaha 
kerajinan recycle paper di Kadipiro, dan klaster batik Laweyan. 
d. Pameran Produk UMKM 
Pameran produk UMKM yang dilakukan oleh KBI Solo dengan 
pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan UMKM seperti 
halnya pemerintah daerah ini bertujuan untuk memperluas jaringan 
pemasaran bagi UMKM dan meningkatkan kecintaan terhadap 
produk dalam negeri dan menggali potensi UMKM baru di daerah. 
Pada tanggal 26 - 29 November 2009 KBI Solo bekerja sama dengan 
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Pemerintah Kota Surakarta mengadakan pameran produk UMKM di 
komplek Balai Kota Surakarta. Pameran ini diselenggarakan 
berkaitan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara KBI 
Solo dan Pemkot Surakarta tentang pengembangan Ekonomi Kota 
Surakarta. Produk UMKM yang dipamerkan beragam mulai dari 
batik, mebel, kerajinan tangan sampai dengan makanan khas kota 
Solo  
1.1. Pelatihan 
Di samping bantuan teknis melalui penyediaan informasi dan 
penelitian, KBI Solo juga memberikan bantuan teknis berupa pelatihan 
kepada perbankan dalam rangka penguatan kelembagaan bank melalui 
penguatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan itu 
sendiri terutama dalam berhadapan (to deal) dengan sektor UMKM. 
Selama ini pelatihan lebih banyak diberikan kepada BPR karena BPR 
dinilai lebih strategis dalam pengembangan UMKM karena 
keberadaannya yang langsung berdekatan dengan lokasi UMKM serta di 
BPR prosedur dalam peminjaman kreditnya relatif lebih sederhana 
dibandingkan dengan prosedur peminjaman kredit di Bank Umum. 
Selain itu berbeda dengan dengan Bank Umum, BPR belum mempunyai 
divisi yang secara khusus dalam training ataupun pelatihan untuk 
karyawannya. Berikut berbagai pelatihan pokok yang di berikan KBI 
Solo bagi perbankan : 
a. RAPID RURAL APPRISAL (RRA) 
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Suatu pelatihan yang memperkenalkan metode untuk memahami 
potensi wilayah pedesaan, kondisi masyarakat secara cepat dan 
relatif murah dengan tujuan mengetahui kebutuhan dan potensi 
pelaku ekonomi serta mengenali peran lembaga keuangan formal 
dan informal di pedesaan dalam rangka : 
1) Memperluas pasar bank 
2) Membuka peluang untuk sektor ekonomi kecil 
3) Mendukung usaha kelompok dan usaha masyarakat 
Dengan materi sebagai berikut : 
1) Pengantar metodologi survei 
2) Konsep dasar RRA 
3) Proses dan langkah RRA 
4) Persiapan pelaksanaan survei 
5) Refleksi dalam tim 
6) Evaluasi dan visualisasi 
7) Perumusan Strategi 
b. Analisis Pemberian Kredit UMKM 
Dengan pelatihan ini diharapkan peserta, yakni BPR memiliki 
pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan analisis kredit selain 
itu pelatihan ini diberikan juga berbagai studi kasus yang diambil 
dari pengalaman perbankan dalam melakukan analisis kredit 
Dengan materi sebagai berikut : 
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1) Profil bisnis UMKM, 
2) Risiko usaha dan resiko kredit UMKM, 
3) Overview analisis kredit, 
4) Aspek-aspek dalam studi kelayakan usaha, 
5) Laporan Keuangan dan analisis laporan keuangan, 
6) Analisis dan kebutuhan kredit investasi dan modal kerja, 
7) Studi Kasus 
c. Penanganan Kredit UMKM Bermasalah 
Dengan pelatihan ini diharapkan BPR memiliki pengetahuan 
mengenai berbagai upaya dalam penyelesaian kredit bermasalah 
Dengan materi sebagai berikut : 
1) Aspek hukum perkreditan dan peningkatan jaminan 
2) Pengaruh kredit bermasalah 
3) Kebijakan perkreditan Bank Indonesia 
4) Pencegahan kredit bermasalah 
5) Gejala dan faktor penyebab kredit bermasalah 
6) Penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah 
7) Penyusunan rekomendasi penanganan kredit bermasalah 




Dengan pelatihan ini diharapkan BPR memiliki pengetahuan dan 
kemampuan dalam pemberian kredit kepada debitur mikro secara 
berkelompok. 
Dengan materi sebagai berikut : 
1) Pasar keuangan mikro 
2) Konsep dan strategi PHBK 
3) Profil pengusaha mikro 
4) Identifikasi populasi pengusaha mikro 
5) Profil kelompok pengusaha mikro 
6) Analisa kredit usaha mikro 
7) Tanggung renteng 
 
 
8) Pembentukan agunan alternatif 
9) Penghitungan risiko dan efisiensi kredit kepada Kelopok 
Pengusaha Mikro 
10) Penyusunan rekomendasi pengembangan PHBK 
Dalam pelatihan tersebut diatas KBI Solo memberikan bantuan 
biaya pelatihan sebesar maksimal 50% dari total biaya pelatihan. 
Berikut ini salah satu contoh pelatihan yang belum lama ini dilakukan 
KBI Solo terhadap BPR yaitu pada tanggal 20 – 23 April 2010 Kantor 
Bank Indonesia Solo bekerja sama dengan GTZ Livelihood Recovery 
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Project dan DPC Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia 
(Perbarindo) Surakarta memberi batuan teknis kepada Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR) berupa pelatihan Analisis Kredit Mikro, pada pelatihan 
kali ini diikuti oleh 30 BPR di eks Karesidenan Surakarta yang diadakan 
di Hotel Best Western Solo. 
Selain kepada perbankan, melalui kerja sama BDS-P, Pemerintah 
Daerah dan juga dengan KBI Solo kegiatan pengembangan dilakukan 
dengan pelatihan kepada pelaku usaha atau UMKM itu sendiri yang 
diharapkan melalui pelatihan ini terjadi peningkatan kemauan, 
ketrampilan atau kecakapan serta dapat terjadi peningkatan kualitas 
produk yang dihasilkan oleh UMKM sehingga dapat berkembang dan 
produknya dapat dijadikan sebagai komoditas ekspor. Kegiatan 
bimbingan teknis yang dilakukan KBI Solo berkoordinasi dengan 
pemerintah daerah terhadap UMKM dilakukan bimbingan teknis 3 – 4 
kali dalam satu tahun serta juga dilakukan monitoring terhadap UMKM 
selama dua kali dalam satu tahun. Berikut ini salah satu contoh pelatihan 
terhadap UMKM yang dilakukan oleh KBI Solo yaitu pada tanggal 18 
s/d 31 Agustus 2009 KBI Solo bekerja sama dengan Pusat Layanan 
Bisnis (Business Development Service Provider /BDS-P ) LPPM UNS 
selaku Lembaga intermediasi bagi UMKM sentra Meubel Bulakan, 
Pusat Inovasi (PI) – Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi 
(BPPT) Republik Indonesia serta trainer dari Tetap Jaya Art Mojosongo 
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mengadakan kegiatan pelatihan desain produk, web desain serta 
pemanfaatan limbah kayu di Sentra Meubel Bulakan Sukoharjo 
Selain itu, bantuan teknis berupa pelatihan juga dilakukan oleh 
KBI Solo kepada Lembaga Penyedia Jasa (Business Development 
Service Provider/ BDS-P) atau Konsultan Keuangan Mitra Bank 
(KKMB) berupa bantuan (sharing) pembiayaan maksimal sebesar 85% 
dari biaya total pelatihan. Menurut data KBI Solo sampai dengan 
November 2009, KBI Solo telah melatih KKMB sebanyak 253 peserta 
dari wilayah Kabupaten Sragen, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar dan 
Kota Solo. Namun demikian dari keseluruhan peserta tersebut, KKMB 
yang aktif sebanyak kurang lebih 20% atau hanya sebanyak 51 KKMB 
saja. Salah satu faktor relatif rendahnya keaktifan tersebut dikarenakan 
oleh : 
a. Sebagian peserta yang dilatih berasal dari unsur pejabat pemerintahan 
yang memang tidak diproyeksikan untuk menjadi KKMB tetapi 
diproyeksikan untuk mendukung kegiatan KKMB melalui 
kewenangan yang dimilikinya dalam pemerintahan.  
b. Keberadaan KKMB yang kurang dikenal oleh UMKM sehingga 
mereka jarang menggunakan jasa KKMB untuk membantu 
mendapatkan kredit. 
c. Sebagian KKMB tidak mampu menarik fee layanan sebagai sumber 
biaya operasional sehingga KKMB tidak mampu memasarkan 
jasanya kepada bank maupun kepada UMKM. 
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Sejak pelatihan gelombang pertama pada 2004 hingga posisi akhir bulan 
November 2009, jumlah kredit yang telah disalurkan KKMB yang 
dilatih oleh KBI Solo adalah sebanyak Rp. 17.032 miliar. Untuk lebih 
jelasnya mengetahui bagaimana kinerja KKMB yang dilatih oleh KBI 




Tabel 3.1  
Kinerja KKMB KBI Solo 








58 56 25 29 55 30 253 
2 
Jumlah KKMB 
yang dapat link 
ke bank 
7 6 21 8 21 11 74 
3 
Jumlah UMKM 
yang dapat link 
ke bank 





dapat link ke 





Keterangan *) data sementara s.d. November 2009 
Sumber : KBI Solo 
 
Melihat segi nominal kredit yang terealisir tersebut, dapat dilihat 
kinerja KKMB memang belum optimal dan belum berjalan sesuai 
dengan harapan. Walaupun kinerja KKMB belum optimal. Namun 
demikian, KKMB merupakan asset yang strategis dalam pemberdayaan 
UMKM yang perlu didukung melalui penciptaan lingkungan dan sistem 
yang kondusif. Ke depan, pelaksanaan program KKMB direncanakan 
akan diperluas ke wilayah lainnya di Solo Raya seperti Klaten dan 
Wonogiri. Untuk tetap mendukung KKMB dibentuk Satuan tugas 
daerah (Satgasda) Pemberdayaan KKMB yang merupakan tindak lanjut 
dari Kesepakatan Bersama antara BI dan Komite Penanggulangan 
Kemiskinan (KPK), dalam  Satgasda Pemberdayaan KKMB tergabung 
stakeholders utama dalam pengembangan UMKM yang didalamnya 
terdapat unsur Bank Indonesia, Pemerintah daerah sebagai regulator, 
























peneliti sekaligus Pembina, Asosiasi pelaku usaha sebagai pelaku, dan 
perbankan sebagai lembaga pemodalan. Pembentukan Satgasda 
Pemberdayaan KKMB ini juga merupakan salah satu bantuan teknis 
KBI Solo dimaksudkan untuk memberdayakan konsultan/pendamping, 
baik swasta maupun yang dibentuk Pemerintah, yang selama ini terlibat 
dalam pengembangan UMKM serta meningkatkan kinerja KKMB. 
Menurut buku petunjuk Pemberdayaan KKMB memaparkan beberapa 
tugas satgasda yaitu : 
a. Menetapkan standar kualifikasi KKMB yang akan bermitra dengan 
perbankan 
b. Melakukan seleksi terhadap KKMB  yang memenuhi kriteria (short 
list). 
c. Menyelenggarakan pelatihan kepada calon KKMB dalam aspek 
pengetahuan perbankan dan perkreditan serta manajemen dan 
analisis keuangan UMKM serta memberikan sertifikasi. 
d. Memfasilitasi hubungan bank dengan KKMB untuk merealisasikan 
kredit kepada perbankan. 
e. Memantau kinerja KKMB dan realisasi kredit kepada UMKM. 
2. Hambatan dan Hasil yang dicapai Bank Indonesia Solo dalam 
pengembangan UMKM di Solo Raya melalui Pemberian Bantuan Teknis 
2.1. Hambatan Bank Indonesia 
  
59 
Perjalanan dan perjuangan Kantor Bank Indonesia (KBI) Solo 
dalam pengembangan UMKM di Solo Raya melalui pemberian bantuan 
teknis tidaklah semudah “membalikkan telapak tangan”, tentunya ada 
hambatan yang dialami oleh KBI Solo dalam proses pengembangan 
UMKM di Solo Raya. Menurut Saptono, Staf Konsultan UMKM KBI 
Solo, hambatan yang di hadapi dalam pengembangan UMKM di Solo 
Raya adalah sebagai berikut : 
a. Selalu munculnya UMKM yang baru atau dapat dikatakan dengan 
istilah easy come and easy go. 
b. Permasalahan UMKM yang kompleks yang didalamnya 
permasalahan permodalan sehingga perlu perhatian banyak pihak 
bukan hanya pihak Bank Indonesia 
c. Selalu berkembang jenis usaha yang baru jadi juga selalu memerlukan 
update baik dari KBI Solo maupun perbankan. 
d. Dari segi lembaga pendamping, sulit mencari calon KKMB yang 
memiliki bakat social entrepreneurship yang artinya mereka yang 
bisa menarik jasa professional dari bantuan yang diberikan. 
e. Belum banyak pelaku usaha yang dapat dengan baik melakukan akses 
ke internet atau penguasaan teknologi untuk pencariaan informasi 
yang kurang sehingga data dan informasi yang diperlukan untuk 
pengembangan usahanya juga lambat. 
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Sedangkan menurut CH D Pusapandari, Sekretaris Satuan Tugas 
Daerah (Satgasda) Pemberdayaan KKMB Bappeda Kota Surakarta, 
hambatan dalam pengembangan UMKM di Solo Raya diungkapkan 
sebagai berikut :  
a. Prosedur perbankan yang cukup rumit dalam hal penyaluran kredit 
bagi UMKM. Kalangan perbankan masih mensyaratkan adanya 
jaminan atau agunan yang cukup sulit dipenuhi. 
b. Masih banyak UMKM yang belum punya administrasi pembukuan 
yang baik, sehingga diperlukan cukup waktu untuk membenahinya 
sebelum diusulkan untuk menerima tambahan modal ke perbankan 
sehingga realisasi kredit UMKM melalui KKMB belum optimal. 
c. Keberadaan KKMB yang kurang dikenal oleh pelaku usaha/ UMKM 
maupun perbankan sehingga perlu banyak sosialisasi mengenai 
keberadaan KKMB. 
 
2.2. Hasil yang dicapai  Bank Indonesia 
Pemberian bantuan teknis yang  dilakukan oleh KBI Solo yang 
berupa pelatihan dan juga penyediaan informasi yang termasuk 
didalamnya kegiatan penelitian diharapkan dapat berperan dalam 
pengembangan UMKM di Solo Raya. Menurut Saptono, Staf Konsultan 
UMKM KBI Solo, ada indikator keberhasilan dari pemberian bantuan 
teknis yaitu sebagai berikut : 
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a. Adanya kepercayaan dari perbankan dan bertambahnya mitra bisnis 
dari UMKM seperti dengan bank maupun perusahaan besar  
b. Adanya peningkatan volume usaha dari UMKM 
c. Adanya pengembangan atau perluasan pasar 
Berikut beberapa contoh hasil yang dicapai melalui pemberian 
bantuan teknis : 
a. Semenjak tahun 2003, perusahaan SGM Yogyakarta menghentikan 
pengadaan bahan baku susu dari UMKM sapi perah di Boyolali, hal 
ini dikarenakan oleh kualitas produksi susu yang buruk dan tidak 
tahan lama sehingga perusahaan SGM Yogyakarta mengalihkan 
pengadaan bahan baku kepada UMKM sapi perah yang berasal dari 
Yogyakarta maupun impor dari luar negeri. Melalui peran dan kerja 
sama BDS-P, Pemerintah Boyolali dan KBI Solo dalam pemberian 
bantuan teknis bagi UMKM sapi perah di Boyolali yang diantaranya 
berupa pelatihan serta melakukan kegiatan studi banding ke 
perusahaan SGM di Yogyakarta dan kegiatan magang ke pabrik susu 
Sekar Tanjung Malang Jawa Timur yang bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas produksi susu dari UMKM sapi perah di 
Boyolali. Dan pada akhirnya, pada tahun 2009 produk susu dari 
UMKM sapi perah di Boyolali kembali dipercaya lagi oleh 
perusahaan SGM Yogyakarta untuk menjadi supplier bahan baku 
susu.     
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b. Adanya realisasi kredit kepada UMKM sapi perah Boyolali sebesar 
Rp.1000.000.000,00 atau 1 miliar dari Bank Bukopin. 
c. Adanya realisasi kredit kepada UMKM di sentra mebel Bulakan 
Sukoharjo  sebesar Rp.500.000.000,00 dari BNI 
d. Adanya realisasi kredit kepada UMKM Jamur di Sukoharjo sebesar 




















Berdasarkan pembahasan masalah pada penelitian diatas maka dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Dengan adanya perubahan paradigma, fokus kebijakan Bank Indonesia dalam 
rangka mendukung perkembangan UMKM dirumuskan kedalam empat pilar 
strategi pengembangan UMKM, yaitu (1) Pelaksanaan kebijakan perkreditan; 
(2) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan; (3) Pemberian bantuan teknis 
dan (4) Kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Salah satu 
pilar kebijakan Bank Indonesia tersebut adalah mendorong pengembangan 
UMKM melalui pemberian bantuan teknis. Dalam pemberian bantuan teknis 
tersebut KBI Solo melakukan kegiatan Pelatihan dan Penyediaan informasi 
yang juga termasuk penelitian. Kegiatan penelitian diberikan kepada 
perbankan, UMKM dan Lembaga Penyedia Jasa (Business Development 
Service-Provider) atau juga kepada Konsultan Keuangan Mitra Bank ( 
KKMB ). Sedangkan kegiatan penyediaan informasi yang juga termasuk 
penelitian juga dilakukan oleh KBI Solo dan dapat diakses melalui 
www.umkm-soloraya.com dan www.bi.go.id. 
2. Permasalahan utama UMKM yang menyebabkan perkembangan UMKM 
mengalami hambatan adalah permasalahan pemodalan. Maka dari itu, 
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sebagian besar upaya Kantor Bank Indonesia (KBI) Solo dalam rangka 
pengembangan UMKM di Solo Raya adalah menyelesaikan permasalahan 
permodalan tersebut. Seperti halnya peran KBI Solo melalui pemberian 
bantuan teknis juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah permodalan 
dengan mendorong UMKM untuk mengakses permodalan ke perbankan serta 
mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor UMKM. Oleh 
karena itu, peran KBI Solo dalam pengembangan UMKM di Solo Raya 
melalui pemberian bantuan teknis sangatlah penting dan vital. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 
1. Kantor Bank Indonesia Solo meningkatkan kerja sama yang lebih baik 
dengan Pemerintah Daerah sehingga dengan adanya kerjasama yang lebih 
baik maka akan lebih mudah melakukan koordinasi dalam usaha 
pemberdayaan UMKM di daerah Solo Raya. 
2. Kegiatan yang dilakukan KBI Solo dalam melakukan bimbingan teknis 
dan monitoring terhadap UMKM perlu ditingkatkan intensitasnya, karena 
UMKM tidak bisa berjalan sendiri maka UMKM sangat memerlukannya 
untuk pengembangan usahanya lebih lagi.                                                                                                                                                                               
3. Pelatihan KKMB sangat membantu menjembatani antara UMKM dan 
Bank melalui satgas KKMB sebagai promotor UMKM. Juga sebagai 
sarana audiensi dari KBI Solo dan Pemerintah daerah  untuk menggerakan 
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perekonomian di Eks Karesidenan Surakarta melalui pemberdayaan 
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